Menimbang

Mengingat

BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

: a. bahwa dalam upaya memacu  pelaksanaan
pembangunan di daerah yang semakin meningkat
dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah
daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan memperhatikan kemampuan
daerah maka daerah dituntut untuk memanfaatkan
segala potensi yang ada dan yang memungkinkan
untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada;

b. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah
satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu
dimanfaatkan potensinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Slatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4347);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
8234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Menetapkan

dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

S. Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga kepada
daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat
perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang
atau yang disamakan dengan uang maupun barang
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
yang tidak Dbertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;

6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang
berdomisili dimana saja tanpa membedakan
kewarganegaraan atau asal usul;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat
daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan
keuangan daerah.

BAB II
PENERIMAAN

Pasal 2

(1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak
ketiga.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa uang dan barang atau lain-lain
sumbangan termasuk jasa

Pasal 3

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga, tidak
mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang
bersangkutan kepada daerah seperti pembayaran pajak
dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya.



Pasal 4

(1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 yang berbentuk uang atau
disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke
kas daerah.

(2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 yang berbentuk barang baik barang
bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh
SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara
serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan
daerah.

(3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
BESAR SUMBANGAN

Pasal 5

Dalam hal penerimaan Pihak Ketiga kepada Daerah,
Bupati menunjuk SKPD dan instansi lain yang terkait
untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan
sumbangan pihak ketiga.

Pasal 6

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak
ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Besarnya sumbangan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 harus dicantumkan dalam
APBD.

(2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus digunakan untuk kepentingan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh pemerintah

daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap
menjadi milik pemerintah daerah.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Ir. H. SOBLI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010 198903 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR 14



